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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Hai orang – orang yang beriman, tidak halal  bagi kamu mempusakai perempuan  

dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 

mengambil kembali sebagian dari apa  yang telah kamu berikan kepadanya, 

terkecuali  bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah 

dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarla) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah  

menjadikan padanya kebaikan  yang banyak  (QS.An-Nisak/4:19).  
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ABSTRAK 

Kekerasan dalam rumah tangga  (KDRT)  adalah suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang  terhadap orang lain, terjadi dalam 

suatu lingkungan rumah - tangga yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual 

maupun psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, 

perampasan kemerdekaan  secara sewenang – wenang, dan penekanan secara 

ekonomis.  Diundangkannya Undang – Undang Republik Indonesia  Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) 

adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, 

menindak pelaku, dan melindungi korban KDRT. Guna memberikan sanksi 

pidana kepada pelaku, diharapkan bisa memberi pembelajaran supaya pelaku 

tidak mengulangi perbuatanya, dan agar tidak terjadi lagi KDRT.  

Dalam proses penyelesaian KDRT dilakukan dengan  mekanisme hukum  

dan mekanisme mediasi, namun pada kenyataanya ada beberapa korban  yang 

melaporkan baru pada tahap penyelidikan dan belum adanya penyelesaian kedua 

meknisme tersebut sudah dicabut kembali karena ketentuan UU. PKDRT 

merupakan delik aduan. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penulisan ini 

mempertanyakan mengapa seorang korban KDRT yang sudah melaporkan atau 

mengadukan kekerasan yang dialaminya kemudian mencabut kembali, dan 

bagaimana proses penyelesaian perkara KDRT untuk kebijakan hukum pidana 

yang akan datang terhadap ketentuan UU. PKDRT merupakan delik aduan 

menjadi delik biasa. 

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang 

menjadi penyebab seorang korban KDRT yang sudah melaporkan atau 

mengadukan kekerasan yang dialaminya kemudian mencabut kembali, dan untuk 

mengetahui proses penyelesaian perkara KDRT untuk kebijakan hukum pidana 

yang akan datang terhadap ketentuan UU. PKDRT merupakan delik aduan 

menjadi delik baisa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan teknik mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebab seorang 

korban KDRT yang sudah melaporkan atau mengadukan kekerasan yang 

dialaminya kemudian mencabut kembali ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

antara lain : a)  hukum  atau undang _ undang, b) penegak hukum, c) sarana dan 

fasilitas, d) masyarakat. Dan proses penyelesaian perkara KDRT untuk kebijakan 

hukum pidana yang akan datang terhadap ketentuan UU.PKDRT  merupakan 

delik aduan menjadi delik biasa, yaitu perlu adanya pengecualian ketentuan delik 

aduan pada UU. PKDRT terhadap pelaku yang pernah melakukan perbuatan 

KDRT dan mengulangi  perbuatannya lagi bisa dikenakan delik biasa. 
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ABSTRACT 

 

Domestic violence is an act committed by one person or several people 

against another person,occurs in a home environmentacts that result in physical, 

sexual or psychological suffering, including threats of certain acts, coercion, 

arbitrary deprivation of liberty , and economic emphasis. The promulgation of 

Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination 

of Domestic Violence is guarantee provided by country For prevent occurrence of 

domestic violence , take action perpetrator , and protect victims of domestic 

violence . It's useful to giveIt is hoped that criminal sanctions for the perpetrator 

will provide advice so that the perpetrator does not repeat his actions, and so that 

domestic violence does not occur again . 

In the process of resolving domestic violence carried out using legal 

mechanisms and mediation mechanisms, but in reality there are several victims 

who report it only at the investigation stage and there has been no resolution 

second This mechanism has been revoked due to the provisions of the Law . 

Elimination of Domestic Violence is a complaint offense. Therefore, the problem 

formulation in this paper asks why a victims of domestic violence report or 

complain the violence he experienced Then unplug back , and how the process of 

resolving domestic violence cases for future criminal law policies against 

provisionsConstitution . The elimination of domestic violence from a complaint 

offense has become an ordinary offense. 

The aim of this research is to find out what factors cause a victims of 

domestic violence report or complain subsequent violence unplug the report back , 

and for know the process of resolving domestic violence cases for future criminal 

law policies regarding the provisions of the Law . The elimination of domestic 

violence is an offense that makes complaints a common offense . The research 

approach used is a qualitative approach with techniquescollect data through 

interviews, observation and documentation. 

From the results of this research, it can be seen that this is the cause of 

someone victims of domestic violence report or complain subsequent violence 

unplug the report return , there is Several influencing factors include: a) law or 

legislation , b) law enforcement, c) means and facilities, d) society. And the 

process of resolving domestic violence cases for future criminal law policies 

regarding the provisions of the Law.The elimination of domestic violence from a 

complaint offense to an ordinary offense, that is, there needs to be an exception to 

the provisions for complaint offenses in the law. 
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